
National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies 
Vol. 1, No. 1, Desember 2022, ISSN 2963-475X 

  Politeknik Bumi Akpelni 

124 

EFEKTIVITAS PENGAWASAN STASIUN PEMANTAUAN DAN 

KINERJA KAPAL BAKAMLA TERHADAP  KEAMANAN  

DAN KESELAMATAN LAUT  

 
Zakirman1, Ratna Kurnia Dewi1*, M. Aji Luhur Pambudi 1 

 Program Studi Transportasi Laut, Politeknik Bumi Akpelni 

Jl. Pawiyatan Luhur II No. 17 Bendan Dhuwur, Semarang 
*Email : ratna.kurnia.dewi@akpelni.ac.id 

 

Abstrak 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan mencapai 

dua pertiganya, posisi strategis sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional disertai hak 

dan tanggung jawab memberikan kontribusi dalam menata, mengawasi dan melindungi keamanan 

dan keselamatan laut dikawasan. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah hadir melalui Kantor 

Kamla Zona Maritim Timur Bakamla RI yang berlokasi di Ambon. Adanya peningkatan lalu lintas 

kapal asing yang mencurigakan dan beberapa kerawanan laut di wilayah Zona Maritim Timur, 

maka diperlukan pengawasan oleh SPKKL, kemudian data pemantauan SPKKL, dapat 

dipergunakan sebagai pertimbangan menggerakan unsur Kapal Patroli untuk melakukan intersep 

terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pelanggaran dilaut. penulis berniat meneliti tentang 

efektivitas pengawasan stasiun pemantauan dan implementasi kinerja kapal Bakamla terhadap 

keamanan dan keselamatan laut di wilayah Zona Maritim Timur. Tujuan Penelitian ini adalah 

untuk menghasilkan deskripsi kualitatif tentang Proses pengawasan kapal oleh stasiun 

pemantauan, Implementasi kinerja patroli oleh kapal Bakamla dan Efektivitas pengawasan stasiun 

pemantauan & kinerja kapal Bakamla terhadap keamanan dan keselamatan laut. Pengumpulan data 

dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penjamin keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi data. Berdasarkan analisis data penelitian menunjukan 

bahwasannya pengawasan stasiun pemantauan dan kinerja Kapal Patroli Bakamla terhadap 

keamanan dan keselamatan laut sudah berjalan dengan baik dan efektif.  

 
Kata Kunci: Bakamla, Patroli, Pengawasan Kapal, Stasiun Pemantauan. 

 

 
Abstract 

Indonesia is the largest archipelagic country in the world with a water area of two-thirds, a 

strategic position as an international trade and shipping route along with the rights and 

responsibilities of contributing to organizing, supervising, and protecting the security and safety of 

the seas in the region. In realizing this, the government is present through the Kamla Office of the 

East Maritime Zone of Bakamla RI located in Ambon. There is an increase in suspicious foreign 

ship traffic and some marine vulnerabilities in the Eastern Maritime Zone area, it is necessary to 

supervise by the SPKKL, then SPKKL monitoring data can be used as a consideration to move 

elements of Patrol Vessels to intercept ships suspected of committing violations in the sea. the 

author intends to examine the effectiveness of monitoring station surveillance and the 

implementation of Bakamla ship performance on marine security and safety in the Eastern 

Maritime Zone region. The purpose of this study is to produce a qualitative description of the 

process of monitoring vessel supervision by monitoring stations, the Implementation of patrol 

performance by Bakamla vessels, and the Effectiveness of monitoring station supervision & 

performance of Bakamla vessels on marine security and safety. Data collection is carried out by 

conducting interviews, observations, and documentation. The guarantor of the validity of the data 

uses data triangulation techniques. Based on the analysis of research data, shows that the 

supervision of the monitoring station and the performance of the Bakamla Patrol Boat on marine 

security and safety has been running well and effectively. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan 

terbesar di dunia yang berpotensi menjadi 

negara maritim besar. Dengan luas perairan 

mencapai dua pertiganya, Indonesia 

menghadapi tantangan besar dengan jumlah 

ancaman maritim terhadap keamanan dan 

juga keselamatan di wilayah perairan serta 

wilayah yuridiksi Indonesia. 

Volume kegiatan perdagangan dan 

transportasi internasional melalui Sea Line of 

Communication (SLOC) dan Sea Line of 

Transportation (SLOT) di wilayah Perairan 

Indonesia dan Perairan Yurisdiksi Indonesia 

saat ini terus meningkat. Aktivitas di perairan 

yang terus meningkat tersebut menempatkan 

laut saat ini memiliki peranan yang sangat 

penting bagi kehidupan masyarakat dan 

bangsa Indonesia maupun bagi masyarakat 

Internasional. Dengan posisi yang sangat 

strategis sebagai jalur perdagangan dan 

pelayaran nasional maupun internasional 

disertai hak dan tanggung jawabnya sebagai 

Negara Kepulauan, Indonesia harus 

memberikan kontribusi sekaligus pioner 

dalam menata, mengawasi dan melindungi 

keamanan dan keselamatan laut kawasan 

ASEAN dan sekitarnya terutama jalur-jalur 

penting yang dilalui kapal berbagai jenis dan 

beragam komoditi yang diangkutnya. 

 Indonesia sebagai negara hukum 

mengatur mengenai pentingnya keselamatan 

warga negaranya yang terletak di dalam 

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945 berisi setiap negara bertanggung jawab 

atas fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam 

rangka pelaksanaan pembangunan nasional 

dan perwujudan wawasan nusantara perlu 

disusun sistem transportasi nasional yang 
efisien dan efektif, untuk menunjang dan 

sekaligus menggerakkan dinamika 

pembangunan, meningkatan mobilitas 

manusia, barang dan jasa, membantu 

terciptanya pola distribusi nasional yang 

memadai dan dinamis serta mendukung 

pengembangan wilayah dan lebih 

mendukung perkembangan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 

turut mendukung pertahanan dan keamanan, 

serta peningkatan hubungan internasional.  

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 

Tahun 2014 Tentang Cipta Kerja Kelautan, 

Badan Keamanan Laut mempunyai tugas 

melakukan patroli keamanan dan 

keselamatan di wilayah perairan Indonesia 

dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Di wilayah 

timur Indonesia dalam rangka meningkatkan 

jaminan rasa aman dan tertib pelayaran bagi 

pengguna laut dan aktifitas masyarakat 

maritim dari berbagai bentuk gangguan 

keamanan di laut, Bakamla-RI hadir melalui 

keberadaan Kantor Keamanan Laut Zona 

Maritim Timur yang berlokasi di Ambon. 

Dimana memiliki beberapa unsur kapal 

patrol serta ditunjang dengan Stasiun 

Pemantauan Keamanan dan Keselamatan 

Laut (SPKKL) yang tersebar di beberapa titik 

yaitu antara lain Merauke, Jayapura, Tual, 

Kupang, Bali, dan Ambon.  

Dengan adanya peningkatan lalu lintas 

kapal asing yang mencurigakan dan beberapa 

kerawanan laut di wilayah Zona Maritim 

Timur, maka diperlukan pengawasan ekstra 

oleh stasiun pemantuan Bakamla RI. 

Mengingat kurangnya pengawasan lalu lintas 

kapal serta kurangnya patroli kapal di 

wilayah Zona Maritim Timur guna 

tercapainya keamanan dan keselamatan di 

laut. 

 Selanjutnya berdasar data dari pantauan 

SPPKL Bakamla RI serta dukungan data 

intelejen Bakamla, dapat digunakan sebagai 

pertimbangan untuk menggerakan unsur 

Kapal Patroli guna melakukan intersep 

terhadap kapal – kapal yang didapati 

melakukan pergerakan anomali atau tindakan 

yang mencurigakan sehingga kuat dugaan 

telah melakukan tindak pelanggaran dilaut.  
Mengingat pentingnya analisa dari pada 

pengawasan stasiun pematauan (SPKKL) 

Bakamla -RI dalam menunjang operasi selain 

dari pada informasi intelejen, dan juga 

perlunya patroli rutin melakukan pengawasan 

langsung Kapal Patroli yang mana dapat 

memonitor kapal – kapal baik yang terpantau 

oleh stasiun pemantauan melalui satelit 

ataupun yang tidak terpantau oleh stasiun 

pemantauan. Guna menunjang kegiatan yang 
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efektif dan efisien, maka Kantor Zona 

Maritim Timur mengambil langkah - langkah 

strategis dalam meningkatkan pelayanan, 

dalam melaksanakan peran Bakamla-RI 

terhadap pengawasan laut di wilayah timur, 

dengan harapan semakin meningkatkan 

keamanan dan keselamatan laut serta 

mendapatkan kejelasan informasi keamanan 

laut diikuti jaminan rasa aman berlayar di 

wilayah laut Zona Maritim Timur. 

Didalam prosesnya Zona Maritim Timur 

mengalami beberapa kendala utama, salah 

satunya ialah keterbatasan jumlah personel 

terutamanya pengawak kantor stasiun 

pemantauan (SPKKL) dan pengawak unsur 

Kapal Patroli. Namun demikian seiring 

dengan pengembangan organisasi Bakamla 

menuju lebih baik, Kantor Keamanan Laut 

Zona Maritim Timur tidak diam pasrah 

menghadapi kendala tersebut, sesuai dengan 

salah satu slogan Bakamla yaitu “Terbatas 

Namun Dipercaya” (Limited But Thrusted). 

Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Timur 

terus berupaya melakukan terobosan guna 

memberikan pelayanan yang ideal kepada 

masyarakat maritim. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan deskripsi analisa kualitatif 

tentang: 1). Proses pengawasan kapal - kapal 

oleh stasiun pemantauan Bakamla  terhadap 

keamanan dan keselamatan laut di wilayah 

Zona Maritim Timur. 2). Implementasi 

kinerja patroli oleh kapal Bakamla terhadap 

keamanan dan keselamatan laut di wilayah 

Zona Maritim Timur. 3). Efektivitas stasiun 

pemantauan dan kinerja kapal Bakamla 

terhadap keamanan dan keselamatan laut di 

wilayah Zona Maritim Timur. 
 

LANDASAN TEORI 

1. Teori pengawasan  
Istilah kata pengawasan berasal dari kata 

dasar ‟awas‟ dimana menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) berarti dapat 

melihat baik-baik; tajam penglihatan, tajam 

tiliknya; dapat mengetahui (melihat) segala 

yang gaib (rahasia dan sebagainya), 

memperhatikan dengan baik; waspada, hati-

hati; ingat, sedangkan pengawasan adalah 

penilikan dan penjagaan atau penilikan dan 

pengarahan kebijakan dari jalannya 

perusahaan/instansi. Dengan demikian 

ditinjau daripada pendekatan arti pengawasan 

dari pada tugas dan fungsi Bakamla, maka 

pengawasan dapat di artikan sebagai suatu 

aktifitas melakukan pemantauan atas 

pelaksanaan suatu kegiatan (kapal-kapal 

yang memasuki wilayah perairan yurisdiksi 

indonesia) agar sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur. Menurut hukum administrasi 

negara, pengawasan dimaknai sebagai proses 

kegiatan yang membandingkan apa yang 

dijalankan, dilaksanakan atau di 

selenggarakan itu dengan apa yang 

dikehendaki, direncanakan atau di 

perintahkan. Hasil pengawasan itu harus 

dapat menunjukan sampai mana terdapat 

kecocokan dan ketidakcocokan dan 

menemukan penyebab ketidakcocokan yang 

muncul. Dalam konteks membangun 

manajemen pemerintahan publik yang 

bercirikan good governance (tata klola 

pemerintahan yang baik), pengawasan 

merupakan aspek penting untuk menjaga 

fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana 

mestinya, dalam konteks ini pengawasan 

terjadi sama pentingnya dengan penerapan 

good governance itu sendiri. 

2. Teori Kinerja 

Kinerja adalah hasil dari suatu proses 

yang mengacu dan diukur selama periode 

waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau 

kesepakatan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Menurut Fahmi (2017:188) 

“Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang 

mengacu dan diukur selama periode waktu 

tertentu berdasarkan ketentuan atau 

kesepakatan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.”  

Menurut Torang (2014:74) “Kinerja 
adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja 

individu atau sekelompok di dalam 

organisasi dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi yang berpedoman pada norma, 

standard operasional prosedur, kriteria dan 

ukuran yang telah ditetapkan atau yang 

berlaku dalam organisasi.  

Menurut Edison (2016:176) “Kinerja 

adalah hasil yang diperoleh oleh suatu 

organisasi baik organisasi tersebut bersifat 



National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies 
Vol. 1, No. 1, Desember 2022, ISSN 2963-475X 

  Politeknik Bumi Akpelni 

127 

profit oriented dan non profit oriented yang 

dihasilkan selama satu periode waktu”. 

Kinerja merefleksikan seberapa baik 

karyawan memenuhi persyaratan sebuah 

pekerjaan. Sering disalah tafsirkan sebagai 

upaya, yang mencerminkan energi yang 

dikeluarkan, kinerja diukur dari segi hasil.  

Dari teori-teori yang diketahui diatas 

maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

kinerja adalah suatu proses atau hasil kerja 

yang dihasilkan oleh individu atau 

sekelompok melalui beberapa aspek yang 

harus dilalui serta memiliki tahapan-tahapan 

untuk mencapainya dan bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja individu atau 

sekelompok itu sendiri. Oleh karena itu 

kinerja merupakan elemen yang penting bagi 

kemajuan suatu organisasi, karena kinerja 

merupakan cerminan bagaimana suatu 

organisasi itu berjalan ke arah yang benar.  

Kinerja dalam suatu organisasi memiliki 

standart kerja yang berbeda tergantung dari 

kebijakan perusahaannya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja dikembangkan 

beragam dengan sudut pandang masing-

masing. Menurut Prawirosentono dalam 

Sutrisno (2016:9), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah sebagai 

berikut:  

1. Efektivitas dan Efesiensi  

2. Otoritas dan Tanggung Jawab  

3. Displin  

4. Inisiatif  
 

METODE 

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian, 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data melalui, dokumentasi, observasi, dan 

wawancara. Penjamin keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi data. Hal ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwasanya 

cara tersebut efektif dan mudah 

dilaksanakan. 

 Data yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian di olah dengan menggunakan 

analisis Kualitatif untuk mengetahui tentang 

Proses pengawasan kapal oleh stasiun 

pemantauan, Implementasi kinerja patroli 

oleh kapal Bakamla dan Efektivitas 

pengawasan stasiun pemantauan & kinerja 

kapal Bakamla terhadap keamanan dan 

keselamatan laut.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Proses Pengawasan Kapal Oleh 

Stasiun Pemantauan Bakamla   
Kapal – kapal yang melintasi wilayah 

perairan Indonesia bagian timur di awasi oleh 5 

SPKKL meliputi SPKKL Kupang di NTT, 

SPKKL Ambon di Maluku, SPKKL Tual di 

Maluku, SPKKL Jayapura di Papua, SPKKL 

Merauke di Papua. Pada setiap SPKKL 

bertanggung jawab melaksanakan pemantauan 

aktivitas di wilayah perairan Indonesia dan 

wilayah yurisdiksi Indonesia untuk mendukung 

keamanan dan keselamatan laut di wilayah 

sekitar SPKKL itu berada. 

Selanjutnya dalam observasi penelitian ini, 

Proses pegawasan aktivitas kapal – kapal yang 

melintas di wilayah perairan di sekitar SPKKL 

Ambon dirangkum dalam 2 tahapan. Proses 

pegawasan yang dilaksanakan di SPKKL Ambon 

adalah hal yang sama diterapkan di SPKKL 

lainya di seluruh Indonesia. Berikut proses 

pengawasan kapal – kapal oleh stasiun 

pemantauan Bakamla: 

1. Tahap pengawasan 

 dilaksanakan melalui 5 metode, yaitu: 

• Long Range Camera 

• Radio GMDSS 

• Pemantauan melalui perangkat 

Radar 

• Pemantauan melalui AIS Terestrial 

• Pemantauan Melalui Satelit 

 Pusat Data dan Informasi Bakamla – 

RI melalui KPIML (Kantor Pemantauan 

Marabaya Laut) mempunyai sebuah 

Dashboard pemantauan lalu lintas kapal 

se-Indonesia melalui satelit. Aplikasi 

yang diberi nama Vessel Scrutiny, yang 

hanya dapat diakses oleh anggota 

Bakamla yang memiliki akses jaringan 

terhadap satelit yang digunakan oleh 

Bakamla. 

 Didalam pantauan dashboard 

Bakamla, memiliki banyak keuntungan 

yaitu pantauan kapal yang tidak terbatas 

jangkauanya terhadap kapal – kapal 

yang telah memiliki perangkat AIS 

(meliputi seluruh wilayah perairan 

Indonesia), serta dalam pantauan 
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tersebut petugas dapat mengetahui data-

data kapal serta tracking kapal sampai 

30 hari lamanya, sehingga data tersebut 

sangat membantu guna pendalaman 

terhadap kasus – kasus tertentu, seperti 

hal-nya yang paling umum adalah 

permintaan tracking kapal oleh Basarnas 

guna melakukan penetuan sektor operasi 

SAR terhadap kapal yang mengalami 

musibah di laut. 

 Dari pantauan Vessel Scrutiny 

terdapat 17 jenis kategori 

pengelompokan status kapal yang 

diamati, antara lain sebagai berikut: 

-  Kapal Berdiam Diri (7 Hari) 

-  Kapal Tanpa Tujuan 

-  AIS Down 

-  Kapal TranshAISipment 

-  Kapal Tanpa Data (Statis) 

-  Kapal Tanpa Data (Dinamis) 

-  Kapal Kecepatan Null 

-  Kapal Merubah Bendera 

-  Kapal Blacklist 

-  Kapal Merubah Kecepatan 

Signifikan. 

- Kapal Berubah Draugth 

- Kapal Mengganti Jenis 

- Kapal Mengganti Nama 

- Kapal mengganti MMSI 

- Kapal Mengganti No. IMO. 

- Kapal Spoofing 

- Kapal Pemerintah Asing 

 

 
Gambar 1. Diagram Command and 

Control Centre 

 

2. Tahap Pelaporan 

 Pembuatan Laporan Situasi Maritim  

Pemantauan SPKKL dilakukan mulai 

pukul 06.00 selama 1 x 24 jam secara 

bergantian oleh petugas piket. Kemudian 

sebelum pergantian jaga dibuatlah 

Laporan Situasi Maritim Harian dengan 

sususan: 1). Laporan cuaca, 2). Laporan 

koordinasi, 3). Laporan Data AIS, 4). 

Laporan Kejadian Maritim, 5). Laporan 

Anomali. Dari kelima data laporan 

tersebut dikumpulkan menjadi satu 

laporan dan dibuat dalam bentuk 

presentasi untuk dipaparkan dalam rapat 

Daily Brief Bersama Puskodal Bakamla 

dan Kementrian / Lembaga terkait, 

selanjutnya setelah data dikompilasi oleh 

Puskodal kemudian data tersebut akan di 

Analisa oleh Pusdatin Bakamla 

selanjutnya masuk kedalam tindak lanjut 

jika terdapat dugaan pelanggaran. 

 Melalui studi dokumen diketemukan 

dasar aturan penyelenggaraan SPKKL 

(Stasiun Pemantauan Keamanan dan 

Keselamatan Laut) tercantum dalam 

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 21 

Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Stasiun Pemantauan Keamanan Dan 

Keselamatan Laut. Merujuk pada peraturan 

Badan Keamanan Laut Nomor 17 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Keamanan Laut. Selanjutnya dalam 

pembuatan Laporan anomali kapal merujuk 

pada No. SOP: SOP-

074/SESTAMA//V/2020 tentang Data 

Anomali Kapal. 
Kemudian daripada pengamatan, wawancara 

dan studi dokumen yang ada penulis 

menyimpulkan bahwa pengawasan yang 

dilaksanakan oleh stasiun pemantauan Bakamla 

di wilayah Zona Maritim Timur telah berjalan 

dengan baik, hal ini diketahui dengan perangkat 

pengawasan yang terawaki selama 24 jam setiap 

harinya serta ter-cover-nya area pengawasan, 

sehingga efektif dalam menunjang keamanan dan 

keselamatan dilaut. 

 Namun demikian dengan adanya 

kekurangan personel disetiap SPKKL di wilayah 

Zona Maritim Timur, dimungkinkan menambah 

beban kerja personel yang ada sekarang dan jika 

diteruskan akan mempengaruhi kinerja SPKKL 
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dalam jangka panjang, oleh karenanya segera 

diadakan percepatan dalam perekrutan personel 

SPKKL baik melalui jalur CPNS maupun 

merekrut pegawai dengan perjanjian kerja 

sehingga tidak mempengaruhi performa 

pengawasan SPKKL dalam kedepanya. 

2) Implementasi Kinerja Patroli Oleh 

Kapal Bakamla  

Penelitian ini akan menjelaskan hal – hal 

yang dilaksanakan dalam implementasi 

kinerja kapal terhadap pelaksanaan kegiatan 

patroli keamanan dan keselamatan Bakamla. 

Dari pada hasil yang didapat setelah 

melakukan studi dokumentasi. Berdasarkan 

Pedoman penyelenggaraan operasi keamanan 

dan keselamatan dilaut, ada beberapa bentuk 

dan jenis operasi, sebagai berikut:  

Bentuk dan Jenis Operasi: 

1.  Bentuk penyelenggaraan operasi 

keamanan dan keselamatan laut Bakamla 

terdiri dari operasi keamanan dan 

keselamatan laut dalam negeri dan operasi 

keamanan dan keselamatan laut luar negeri 

yang digelar dengan mitra kerja (stakeholder) 

instansi pemerintah berwenang di laut.  

2. Jenis-jenis penyelenggaraan operasi 

keamanan dan keselamatan laut Bakamla 

terdiri dari:  

a. Operasi Bersama  

Operasi keamanan dan keselamatan laut 

yang digelar secara bersama dan terpadu 

dengan melibatkan aset Kapal Patroli, 

Pesawat Udara, personel, dan 

pangkalan/kantor milik Bakamla dan 

instansi berwenang di laut 

(mitra/stakeholder Bakamla) dalam 

kesatuan komando dan pengendalian 

operasi. Sasaran operasi bersama Bakamla 

adalah seluruh pelanggaran dan kejahatan 

di laut.  

b. Operasi Mandiri  

Operasi keamanan laut yang digelar dan 

dikendalikan oleh Bakamla secara mandiri 

menggunakan asset Kapal Patroli, Pesawat 

Udara, personel, dan pangkalan/kantor 

milik Bakamla dengan sasaran 

tertentu/ditentukan.  

c. Operasi Khusus  

Operasi keamanan dan keselamatan laut 

yang digelar menggunakan asset kapal, 

Pesawat Udara, personel, dan 

pangkalan/kantor milik Bakamla dalam 

mendukung operasi atau kegiatan K/L atau 

instansi berwenang di laut 

(mitra/stakeholder Bakamla) secara 

terintegrasi, dengan sasaran kemanusiaan 

dan sosial. Operasi ini dapat berbentuk 

antara lain: Operasi keselamatan di laut 

seperti operasi perbantuan SAR, 

penanggulangan tumpahan minyak, 

perlindungan lingkungan maritim/sumber 

daya kelautan;  

1) Operasi kemanusiaan di laut seperti 

penanggulangan bencana alam, 

penanggulangan migran;  

2) Operasi pengamanan alur 

pelayaran;  

3) Operasi laut untuk pengamanan hari 

besar;  

4) Operasi laut untuk mendukung 

kegiatan Sail dan parade kapal, 

International Fleet Review (IFR); 

dan; 

5) Operasi laut lainnya sesuai program 

Pemerintah RI.  

d. Operasi Terkoordinasi  

Merupakan operasi keamanan dan 

keselamatan laut luar negeri yang digelar 

oleh Bakamla secara mandiri maupun 

bersama dengan mitra stakeholdernya 

dengan negara sahabat secara terkoordinasi. 

Operasi Terkoordinasi merupakan operasi 

mandiri masing-masing instansi dibiayai 

oleh instansi masing-masing dan dapat juga 

dilaksanakan secara bersama dengan 

instansi lain secara terkoordinasi 

dilaksanakan di batas maritim di wilayah 

yurisdiksi masing-masing negara, 

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

kerjasama dan persahabatan. Seluruh 
rangkaian kegiatan didahului dengan 

pembahasan rinci dan kesepakatan yang 

dituangkan dalam perjanjian kerjasama. 

Mengingat laut tidak bisa dipagari dan 

juga tidak bisa diduduki setiap saat. Guna 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Oleh 

karena itu, ada beberapa tahapan untuk 

melaksanakan gelar operasi,.Berikut 

penjelasan mengenai tahapan operasi: 

Mekanisme pelaksanaan operasi 
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dilaksanakan dengan pentahapan sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan  

a. Penyusunan perencanaan operasi 

bersama yang akan digelar didahului dengan 

dukungan informasi sebagai berikut:  

1) Analisa daerah operasi dan intelijen;  

2) Hasil kegiatan tim pengumpulan 

bahan, data dan keterangan;  

3) Hasil analisa sistem deteksi 

(surveilance) dari BIIS (Bakamla 

Integrated Information System) atau 

sistem deteksi surveillance 

mitra/stakeholder Bakamla;  

4) Perkiraan keadaan (cuaca dari 

BMKG);  

5) Hasil survei logistik; dan  

6) Kegiatan pendukung lainnya.  

b. Kegiatan koordinasi internal dan 

eksternal dapat berbentuk rapat-

rapat/pertemuan dengan staf perencanaan 

operasi mitra/stakeholder dan dari 

direktorat-direktorat terkait di Bakamla 

dengan pembahasan pokok tentang 

perencanaan operasi, sinkronisasi waktu dan 

tempat operasi, kebutuhan unsur operasi 

serta hal-hal lain terkait dukungan 

penyelenggaraan operasi.  

c.  Menyusun rencana operasi;  

d. Korespondensi dan administrasi 

operasi termasuk permintaan dukungan 

unsur operasi (kapal dan personel);  

e. Untuk perencanaan operasi keamanan 

dan keselamatan laut luar negeri dilakukan 

kegiatan tambahan antara lain: 

1) Pembahasan IPC (initial planning 

conference), jika diperlukan 

melaksanakan MPC (mid planning 

coference) dan diakhiri dengan FPC 

(final planning conference);  
2) Pembahasan LoI (letter of intent) dan 

penandatanganan arrangement;  

3) Penyiapan Administrasi terkait 

dengan bila dilakukan Port 

Visit/kunjungan/muhibah ke luar 

negeri seperti:  

a) Dokumen kapal, berupa spesifikasi 

kapal dalam bahasa asing (Inggris), 

surat keterangan sistem navigasi 

kapal (navigasi, komunikasi) dan 

ballast, sertifikat sanitasi 

international, sertifikat fumigasi, dan 

dokumen lain sesuai kebutuhan 

pelabuhan negara yang dituju.  

b) Dokumen pengawak kapal (CV crew, 

Paspor, Visa/Maritime crew visa).  

c) Dokumen lain sesuai kebutuhan 

pelabuhan negara yang dituju seperti; 

form crew list, dokumen keluar 

masuk crew saat sandar, form public 

vessel status, form agency resmi yang 

dipakai, form kebutuhan kapal selama 

di negara singgah 

d) Dokumen dari Bakamla ke 

perwakilan Negara untuk 

Permohonan diplomatic clearance 

dan spektek kapal.  

2. Persiapan  

a. Melaksanakan rapat/pertemuan 

lanjutan dengan mitra/stakeholder 

Bakamla untuk pelaksanaan operasi;  

b. Melaksanakan gladi posko atau 

latihan persiapan operasi;  

c. Melaksanakan briefing kepada seluruh 

pelaku dan personel lain yang terlibat 

operasi;  

d. Melaksanakan koordinasi dan 

finalisasi kesiapan dukungan logistik, 

komunikasi, dan pemantapan kondisi 

teknis alat utama (Alut) Kapal Patroli;  

e. Unsur operasi siap di pangkalan aju 

atau pangkalan awal, pelaksanaan uji 

komunikasi, embarkasi personel on 

board, briefing operasi (jika 

diperlukan pengendali) dan kegiatan 

pemantapan lainnya.  

 3. Pelaksanaan  

a. Unsur-unsur yang terlibat operasi 

bersama melaksanakan operasi 

keamanan laut di perairan Indonesia 
dan perairan yurisdiksi Indonesia 

dalam periode waktu dan daerah 

operasi yang ditentukan untuk 

melaksanakan penjagaan, 

pengawasan, pencegahan dan 

pelanggaran segala bentuk 

pelanggaran hukum serta keselamatan 

pelayaran dan pengamanan terhadap 

aktifitas masyarakat dan pemerintah 

dari berbagai bentuk pelanggaran 
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dalam rangka penegakan hukum di 

laut. Khusus unsur udara 

melaksanakan patroli udara maritim 

di sektor yang telah ditentukan secara 

selektif berdasarkan hasil analisa 

Sistem Peringatan Dini (SPD) sesuai 

pertimbangan taktis melaksanakan 

pengamatan laut untuk ditindaklanjuti 

oleh unsur laut dan melaporkan hasil 

pengamatan kepada Dansatgas 

operasi.  

b. Pertukaran dan dukungan informasi 

dari KPIML/PIM (Pusat Informasi 

Maritim), Datin dan mitra/stakeholder 

khususnya di daerah operasi.  

c. Pengaturan perbekalan ulang oleh 

pengendali taktis dan penanggung 

jawab operasi secara berjenjang. 

d. Pengaturan operasi baik administrasi 

maupun pengendalian oleh 

pengendali taktis dan pengendali 

operasi secara berjenjang.  

e. Pemberian dukungan hukum 

(advokasi/supervisi oleh UPH atau 

dari Direktorat Hukum).  

f. Kegiatan lain sesuai petunjuk 

penanggung jawab umum dan 

penanggung jawab operasi.  

4. Pengakhiran  

a. Kegiatan konsolidasi unsur operasi.  

b. Melaksanakan kaji ulang untuk 

mengevaluasi hasil kegiatan operasi.  

c. Administrasi dan laporan 

pertanggungjawaban.  

d. Pengembalian unsur-unsur operasi 

yang terlibat kegiatan operasi ke 

instansi/pangkalan/kantor/satuan 

kerja masing-masing atau 

mengajukan perpanjangan 

penggunaan unsur ke stakeholder 
terkait. 

Dari tahapan diatas sedikit banyak akan 

memberikan gambaran kita terhadap skema 

penyelenggaran operasi di laut. Selanjutnya 

terkait kegiatan operasi dilapangan ada 

beberapa pola dalam melaksanakan operasi. 

Dalam penyelenggaraan operasi keamanan 

laut Bakamla dapat digunakan pola-pola 

operasi sebagai berikut: 

a. Pola Operasi Sektor  

Pola operasi ini dengan membagi daerah 

operasi menjadi beberapa bagian, pada 

daerah operasi tersebut diberikan tanda dan 

kode tertentu. Kapal-Kapal Patroli 

didistribusikan ke masing-masing sektor dan 

untuk mengoptimalkan hasil operasi dapat 

bekerjasama dengan Pesawat Udara patroli 

maritim atau deteksi hasil system 

surveillance dalam menemukan target 

operasi.  

 
Gambar 2. Pola Operasi Sektor 

b. Pola Operasi Posisi Tunggu  

Pola operasi ini dengan mempersiapkan 

Kapal Patroli pada posisi tertentu didaerah 

operasi pada posisi tunggu/standby siap 

operasi (logistik dan personel tersedia 

cukup). Kapal siap sewaktu-waktu 

digerakkan oleh pengendali operasi. Pola 

operasi tunggu mengedepankan hasil analisa 

tim pengumpul data intelijen dilapangan dan 

deteksi Radar surveillance dengan akurasi 

yang tinggi dalam menentukan target 

operasi.  

 
 Gambar 3.  Pola Operasi Posisi Tunggu 

c. Pola Operasi Poin ke Poin  

Pola operasi ini diterapkan di daerah 

operasi yang cukup luas dan sarana Kapal 

Patroli terbatas dengan target operasi yang 

belum teridentifikasi.  
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Gambar 4. Pola Operasi Poin ke Poin 

d. Pola Operasi "Pairing Patrol"  

 Pola operasi ini menggunakan dua atau 

lebih Kapal Patroli secara berpasangan, 

dengan jarak antar kapal dan komunikasi 

telah ditentukan dan diperhitungkan 

sebelumnya. Pola ini dilakukan di daerah 

perbatasan maritim atau area sangat rawan 

dengan perhitungan jarak yang tepat maka 

kapal-Kapal Patroli dapat saling 

memberikan dukungan dan bantuan saat 

menghadapi situasi kritis atau tidak aman.  

 
Gambar 5. Pola Operasi "Pairing Patrol” 

e. Pola Operasi Intercept/Mencegat  

Pola ini dilakukan dengan cara 

pencegatan atas target yang telah diketahui 

identitasnya di jalur awal pelayaran, di jalur 

pelayaran yang akan dilalui (kombinasi pola 

posisi tunggu) atau pencegatan pada jalur 

sebelum tujuan akhir kapal target. Pola 

operasi pencegatan dapat menggunakan tiga 

metode yakni:  

1.  Metode Garis Lurus  

 Kapal Patroli bergerak dari suatu tempat 

ke tempat lain sepanjang garis lurus di 

daerah operasi.  

 
Gambar 6. Metode Garis Lurus 

2.  Metode Silang  

 Kapal Patroli bergerak dari suatu tempat 

ke tempat lain secara menyilang di 

daerah operasi yang tidak terlalu luas.  

 
Gambar 7.  Metode Silang 

 

3. Metode Stasiun Tetap 

 Tetap Dua atau lebih Kapal Patroli 

bergerak setelah mempertimbangkan 

jarak antara dua pulau yang cukup jauh, 

dimana masing-masing Kapal Patroli 

bergerak bebas di posisi sektornya 

masing-masing. Apabila target operasi 

ditemukan tiap unsur dapat bersama atau 

sendiri melakukan tindakan pemeriksaan. 

 
Gambar 8. Metode Stasiun Tetap 

Dari deskripsi pola operasi diatas, lebih 

lanjut kepada tahap pendeteksian kapal, 

karena sebelum kita menentukan pola mana 

yang tepat adalah terlebih dahulu kita 

mengetahui posisi kapal target dan Analisa 

daerah di sekitar target operasi. Dibawah ini 

penjelasan Langkah-langkah dalam 

Pendeteksian Kapal.1 

1. Pendeteksian dapat diperoleh antara lain:  

a.  Satelit  

b.  Data/informasi intelijen antara lain dari 

Interpol, Pusat Pengendali dan Pusat 

Informasi.  

c.  Analisa Daerah Operasi (ADO)  

d. Laporan/informasi dari patroli udara 

maritim 
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e. Laporan/informasi dari masyarakat  

f.  Laporan/informasi dari kapal seperti 

Kapal Patroli, Kapal Niaga, Kapal 

Nelayan dan Kapal-kapal lainnya  

g.  Media informasi lainnya seperti televisi, 

surat kabar, Radio dan lainnya.  

2. Pengamatan/Pengenalan Pengamatan 

dengan cara sebagai berikut:  

a. Menggunakan Radar, dengan 

menganalisa haluan dan kecepatan kapal, 

ukuran kapal, waktu dugaan mencegat, 

perubahan haluan kapal, kontak-kontak 

lain disekitar area dan keadaan geografis 

lokasi disekitarnya.  

b. Secara Visual, aktivitas kapal dan 

awaknya, pergerakan kapal, jenis kapal, 

perkiraan jumlah awak kapal dan 

kegiatannya, bendera kapal, peralatan, 

tanda-tanda lain seperti tanda lambung 

kapal dan lain-lain. Kegiatan visual 

menggunakan teropong, UAV, optronik).  

c. Radio komunikasi atau pemberian 

isyarat, dapat digunakan untuk 

berkomunikasi sebagai tindak lanjut 

observasi menggunakan Radar dan 

visual.  

3. Penilaian Sasaran Setelah melakukan 

pengamatan, maka dilakukan penilaian 

dan menentukan:  

a. Jenis kapal (kapal perang, kapal 

pemerintah, kapal niaga, dan lain-lain).  

b. Tanda pengenal kapal (nomor kapal, 

bendera, nomor lambung, warna dan lain-

lain).  

c. Kegiatan kapal (menarik jaring, menarik 

tongkang, lego jangkar, bongkar/muat 

dan lain-lain).  

d. Data-data lain (pelabuhan asal dan tujuan, 

muatan kapal, dan lain-lain). 

Melalui studi dokumen diketemukan 
dasar aturan penyelenggaraan Operasi 

Keamanan dan Keselamatan Laut tercantum 

dalam Peraturan Kepala Badan Keamanan 

Laut Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut 

Badan Keamanan Laut, serta Peraturan 

Bakamla RI Nomor 28 Tahun 2020 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Aturan Penggunaan 

Kekuatan Dalam Penegakan Hukum di 

Laut. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. 

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 

tentang Badan Keamanan Laut, dan 

Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, 

Keselamatan dan Penegakan Hukum di 

Laut. 

Dari pengamatan dilapangan, studi 

dokumentasi serta wawancara terhadap 

komandan KN dan Komandan RHIB, 

penulis menyimpulkan bahwa secara umum, 

implementsi kinerja kapal berjalan dengan 

baik dan efektif mendukung keamanan dan 

keselamatan di wilayah Zona Maritim 

Timur. Akan tetapi ada beberapa hal yang 

perlu perhatikan terhadap implementasi 

kinerja kapal dalam melaksanakan patroli, 

antara lain yaitu kesiapan personil dan 

materiil, Informasi akurat terhadap target 

operasi, dan perencanaan dan strategi patroli 

dilaut.   

 

3) Efektivitas pengawasan stasiun 

pemantauan dan kinerja kapal 

Bakamla Terhadap Keamanan dan 

Keselamatan Laut 

Pada penelitian ini penulis telah 

melakukan studi dokumen terhadap data – 

data pelaksanaan operasi setiap kapal di 

wilayah kerja kantor Zona Maritim Timur 

dan studi data terkait laporan anomali 

daripada pengawasan setiap SPKKL di 

wilayah kerja Zona Maritim Timur. Dari 

studi dokumen tersebut penulis menemukan 

beberapa kejadian anomali yang dapat 

diangkat menjadi sampel penelitian ini, 

antara lain yaitu dua anomali yang terjadi 

pada wilayah Zona Maritim Timur yang 
diteruskan dengan dilakukannya tindak 

lanjut oleh unsur KN dilapangan, serta dua 

penangkapan yang dilakukan oleh unsur KN 

maupun RHIB dengan sumber data 

informasi di luar dari pada pengawasan 

SPKKL, sebagai berikut: 

a. Pergerakan unsur patroli berdasarkan 

data anomali 

Yang pertama adalah anomali pada 

tanggal 05/03/2021 terpantau sebuah kapal 
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bernama “Kmarin Diamond” melaksanakan 

pergerakan zig -zag dan mengapung selama 

5 hari di sekitar perairan laut seram bagian 

timur. Selanjutnya melalui data anomali 

digerakanlah unsur kapal KN. Kuda Laut – 

403 yang kebetulan sedang melakukan 

patroli tidak jauh dari lokasi kapal Kmarin 

Diamond.  

Dari hasil pemeriksaan tidak ada kegiatan 

yang mencurigakan diatas kapal dan di 

sekitarnya, dua petugas melakukan 

pemeriksaan boarding di kapal target dan 

memeriksa, seluruh dokumen lengkap. MT 

Kmarin Diamond membawa 29 ABK yang 

terdiri dari 17 orang kebangsaan Korea 

Selatan dan 12 orang lainnya merupakan 

kebangsaan Filipina. Berdasarkan informasi 

yang didapat kapal berhenti di koordinat 

tersebut sejak tanggal 27 Pebruari 2021 

karena harus menunggu proses persiapan 

tim dari dinas Kesehatan dan Karantina 

Pelabuhan Bintuni untuk pemeriksaan dan 

memastikan tidak ada ABK yang terjangkit 

virus Covid19, selanjutnya MT Kmarin 

Diamond diarahkan untuk segera berpindah 

dari lokasi tersebut dan diperintahkan untuk 

mendekati wilayah Bintuni. 

 
Gambar 9. Anomali LNG Tanker Kmarin 

Diamond 

Ditilik dari segi navigasi pun jika kapal 

tersebut melaksanakan melaksanakan 

pergerakan zig-zag dan mengapung selama 

5 hari hari di perairan laut seram bagian 

timur tanpa ijin dikhawatirkan dapat 

membahayakan kapal – kapal lain dalam 

bernavigasi melewati perairan tersebut. 

Berdasarkan data pemeriksaan terhadap 

nakhoda kapal berdalih bahwa melakukan 

drifting hanya untuk mengatur waktu tiba di 

tempat tujuan. Kapal tersebut berencana 

berlayar dari Jepang menuju Bintuni. Kapal 

tersebut berpotensi melanggar ketentuan 

UNCLOS’82 Terkait Hak Lintas Damai, 

Undang-undang nomor 11 tahun 2020 

tentang cipta kerja, dan PP No. 36 tahun 

2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal 

Asing dalam melaksanakan Lintas Damai 

melalui perairan Indonesia. Karena didalam 

UNCLOS’82 sudah diterangkan secara jelas 

pada pasal 19 pengertian lintas damai pada 

ayat ke 2 yang berbunyi “Lintas suatu kapal 

asing harus dianggap membahayakan 

kedamaian, ketertiban, dan keamanan 

negara pantai apabila kapal tersebut di laut 

teritorial melakukan salah satu kegiatan 

sebagai berikut”. kemudian ditinjau pada 

point (l) menerangkan bahwa “setiap 

kegiatan lainnya yang tidak berhubungan 

langsung dengan Lintas” selanjutnya di tilik 

pada pasal 18 ayat 2 menerangkan bahwa 

“Lintas harus terus menerus, langsung 

secara secepat mungkin.  Namun demikian, 

lintas mencakup berhenti dan buang 

jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut 

berkaitan dengan navigasi yang lazim atau 

perlu dilakukan karena Force Majeure atau 

mengalami kesulitan atau guna memberi 

pertolongan kepada orang, kapal atau 

pesawat udara yang dalam bahaya atau 

kesulitan”. 

 

Gambar 10. Hasil Pemeriksaan 

Yang kedua adalah pantauan anomali 

kapal “Maran Gas Olympias” yang 

memasuki perairan indonesia sejak 
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08/12/2021, berdasarkan data history 

tracking berlayar dari Ningbo China, 

dengan status For Orders. Pada kesempatan 

ini unsur KN Ular Laut – 405 sedang 

melaksanakan patroli disekitar laut seram 

mendapat perintah bergerak mendekati 

posisi kapal Maran Gas Olympias untuk 

melaksanakan pengecekan. Tidak seperti 

yang dilakukan KN. Kuda Laut – 403. KN. 

Ular Laut – 405 hanya memantau dari 

kejauhan dan melakukan komunikasi 

menggunakan pesawat Radio serta 

memerintahkan kapal tersebut untuk segera 

meninggalkan perairan Indonesia. Dan 

selajutnya setelah kapal Maran Gas 

Olympias bergerak melanjutkan pelayaran 

sesuai tujuan awal. KN. Ular Laut - 405 

memonitor dan melanjutkan patroli di 

sekitar laut seram.  

 

 
Gambar 11. Anomali Maran Gas 

Olympias 

 
Gambar 12. Laporan Tindak Lanjut KN. 

Ular Laut – 405 

Dari dua studi kasus yang diambil 

terhadap dua laporan anomali yang paling 

menonjol di tahun 2021 tersebut, melalui 

studi dokumen, observasi langsung diatas 

kapal dan menilik terhadap hasil wawancara 

kepada Komandan KN Kuda Laut 403. 

Penulis menyimpulkan bahwa di wilayah 

perairan Indonesia bagian timur masih 

terdapat beberapa kali anomali kapal yang 

melakukan pergerakan yang mencurigakan 

meski setelah dilaksanakan pemeriksaan 

oleh KN tidak terbukti melakukan Tindakan 

illegal namun tetap harus di waspadai dan 

perlu pendalaman lebih lanjut terhadap 

anomali kapal – kapal yang melintas di 

wilayah perairan Indonesia bagian timur. 

Dari uraian diatas penulis berharap ada 

kajian lebih lanjut mengenai anomali kapal 

– kapal (kapal asing utamanya) yang sering 

melakukan Tindakan mencurigakan di 

sekitar perairan Indonesia dimana hal 

tersebut bertentangan dengan UNCLOS 

terkait hak lintas damai. Kemudian daripada 

penelitian tersebut dapat digunakan 

Bakamla - RI atau instansi terkait dalam 

pertimbangan penentuan kebijakan lebih 

lanjut terhadap anomali kapal - kapal asing 

yang melintasi perairan Indonesia. 

b. Pergerakan kapal melalui sumber 

informasi lain terhadap target operasi 

yang tidak terpantau oleh SPKKL 

Dalam operasi keamanan dan 

keselamatan laut tidak hanya mengandalkan 

informasi dari pemantauan kantor SPKKL, 

melalui pengamatan dan studi dokumentasi 

terdapat beberapa hasil tangkapan kapal 

yang merupakan bukan didapat dari 

informasi stasiun pemantauan. Salah satu 

kejadian yang belum lama yaitu 

penangkapan kapal pencuri batubara yang 

dilakukan oleh KN. Kuda Laut – 403 selama 

perbantuan operasi diwilayah zona maritim 

tengah tepatnya di perairan muara pegah 

samarinda. 

Selama melaksanakan patroli KN. Kuda 
laut - 403 rutin melaksanakan pemeriksaan 

terhadap Tug Boat yang melintas guna 

pendataan asal barang dan tujuan terkait 

pengawalan ekspor batu bara yang sedang 

menjadi isu hangat di Indonesia. 

Selanjutnya KN mendapat keluhan dan 

laporan dari para ABK kapal Tug Boat yang 

melintas mengenai maraknya kapal - kapal 

yang mencuri batu bara secara masif di 

malam hari.  
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Kemudian setelah sampai di dekat 

perairan muara pegah samarinda KN 

dilaksanakan pengintaian selama 1 hari 

dengan menerjunkan Tim VBSS KN. Kuda 

Laut – 403 pada siang dan malam hari 

disekitar muara sehingga diketahui titik 

lokasi check point mereka saat melakukan 

aksinya. Didapati modus mereka adalah 

bergantian di siang hari mereka hanya 

mengambil dari tongkang kosong yang 

masuk, mereka berdalih membersihkan sisa 

– sisa batu bara akan tetapi juga mengamati 

kapal – kapal yang keluar masuk. 

 
Gambar 13. Foto Kapal Pencuri 

Batubara pada siang hari 

Meski tidak merugikan bagi perusahaan 

tetapi Tindakan tersebut berpotensi 

mengganggu pelayaran di sepanjang alur 

muara pegah oleh karenanya aktivitas 

tersebut dapat membahayakan orang lain 

dan diri mereka sendiri. Selanjutnya pada 

malam hari mereka terang – terangan 

melakukan aksi pencurian terhadap 

tongkang yang masih penuh dengan muatan 

Batubara. Rata rata untuk satu perahu 

diawaki oleh 8 – 10 orang dan mampu 

menampung hasil curian sampai dengan ± 

50 Ton batu bara.  

Para pelaut tug boat tidak berani 

melakukan tindakan apa - apa dengan 

jumlah ABK mereka yang terbatas dan juga 

sangat susah dilakukan pengusiran 

mengingat area kejadian adalah di sepanjang 

alur sungai yang terbatas untuk dilakukan 

pergerakan kapal. Para ABK kapal hanya 

bisa melaporkan setiap kejadian kepada 

perusahaan sehingga perusahaan 

mengetahui apabila didalam pelabuhan 

bongkar diketahui muatan berkurang.  

 
Gambar 14. Foto Penangkapan Kapal 

Pencuri Batubara 

 

Berdasarkan informasi yang didapatkan 

selama pengintaian, Senin 20 juni 2022 Tim 

VBSS KN. Kuda Laut – 403 berhasil 

menggagalkan pencurian batubara dan 

meringkus 1 kapal beserta 8 orang awak 

kapal tersebut. Kemudian barang bukti dan 

ke 8 tersangka di kawal menuju Balikpapan 

untuk dilaksanakan penyerahan hasil 

tangkapan kepada Tim UPH Bakamla – RI 

dan di teruskan kepada instansi terkait. 

Kejadian selanjutnya adalah dari hasil 

Operasi RHIB 87-08 saat melaksanakan 

patroli di sekitar teluk ambon mendapatkan 

informasi dari masyarakat terkait maraknya 

penjualan satwa dilindungi kepada kapal - 

kapal yang singgah di pelabuhan Ambon. 

Selanjutnya Tim Bakamla melakukan 

investigasi selama beberapa hari terhadap 

beberapa kapal yang bersandar di sekitar 

wilayah perairan Teluk Ambon dan 

diperoleh informasi yaitu terdapat kapal 

yang membawa satwa liar dilindungi. Pihak 

Bakamla bersama Karantina Pertanian 

Ambon, serta BKSDA Maluku untuk 

melakukan operasi bersama, dan disepakati 

operasi tersebut dilaksanakan Selasa (29/06) 

pagi sampai siang hari.  

Kemudian ditemukanlah beberapa ekor 

satwa dilindungi pada kapal Tug Boat yang 

singgah di pelabuhan Ambon, yaitu berupa 1 

ekor nuri kepala hitam (Lorius lory), 3 ekor 

nuri maluku (Eos bornea), 3 ekor kakatua 

koki (Cacatua galerita), 3 ekor kakatua 

maluku (Cacatua moluccensis), dan 2 ekor 

kucica kampung (Copsychus saularis). 
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Satwa-satwa tersebut milik anak buah kapal 

(ABK), didapat melalui pembelian secara 

online dan nantinya akan dibawa kembali ke 

tempat asal para ABK.  

Satwa-satwa tersebut diserahkan ke 

BKSDA dan dipelihara dalam kandang 

sementara sampai dapat dilepasliarkan. 

Hasil operasi ini menunjukkan sinergitas 

antar lembaga negara menjaga gangguan 

dan keamanan yang sering terjadi pada 

kapal-kapal yang sandar di sekitaran Teluk 

Ambon, termasuk pengamanan 

pengangkutan Tumbuhan dan Satwa Liar 

(TSL) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang 

dilindungi. Kemudian dilakukan pembinaan 

terhadap ABK kapal tersebut beserta warga 

sebagai penjual satwa dilindungi.  

 

 
Gambar 15.  Foto pemeriksaan ABK 

yang membawa satwa dilindungi 

Merujuk pada pengamatan, studi 

dokumen dan wawancara yang dilakukan, 

penulis menyimpulkan bahwa pengawasan 

stasiun pemantauan Bakamla sangat efektif 

guna melakukan efiensi terhadap penjagaan 

laut Indonesia, namun dengan keterbatasan 

pantauan satelit (menggunakan alat 

eletronik) besar harapan kantor – kantor 

SPKKL yang tersebar di berbagai wilayah, 

mampu melakukan pengamatan dan 

pemahaman situasi sekitar perairan sehingga 

dapat memberi informasi guna mendukung 

unsur di lapangan selain daripada pantauan 

menggunakan perangkat elektronik. 

Kemudian efektivitas kinerja kapal 

dalam melakukan patroli sudah cukup baik 

dalam mendukung keamanan dan 

keselamatan di laut apalagi KN juga mampu 

melakukan penggalian informasi terhadap 

fenomena yang terjadi pada masyarakat 

maritim sehingga mampu melaksanakan 

fungsinya selama patroli dilaut dengan 

memadukan informasi dari pada pantauan 

SPKKL serta pengamatan mandiri. 

 

KESIMPULAN 

a. Proses Pengawasan Kapal Oleh Stasiun 

Pemantauan Bakamla   

Proses pengawasan kapal – kapal oleh 

stasiun pemantauan Bakamla dilakukan 

dalam 2 tahapan yaitu Tahap pengawasan 

dan Tahap Pelaporan. Pengawasan yang 

dilaksanakan oleh stasiun pemantauan 

Bakamla di wilayah Zona Maritim Timur 

telah berjalan dengan baik, hal ini diketahui 

dengan perangkat pengawasan yang 

terawaki selama 24 jam setiap harinya serta 

ter-cover-nya area pengawasan, sehingga 

efektif dalam menunjang keamanan dan 

keselamatan dilaut. Namun dengan adanya 

kekurangan personel, dimungkinkan 

mempengaruhi kinerja SPKKL dalam 

jangka Panjang. 

b. Implementasi Kinerja Patroli Oleh 

Kapal Bakamla 

Kinerja patroli yang berorientasi pada 

faktor – faktor yang mempengaruhi kapal 

dalam pelaksanaan kegiatan patroli 

keamanan dan keselamatan laut antara lain 

berdasarkan pada bentuk dan jenis operasi, 

tahapan penyelenggaraan operasi, dan pola – 

pola operasi, serta langkah – langkah 

pendeteksian kapal, merujuk pada Peraturan 

Kepala Badan Keamanan Laut Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Operasi Keamanan 

Dan Keselamatan Laut Badan Keamanan Laut. 

Secara umum, Implementasi kinerja kapal 

bakamla sudah berjalan dengan baik dan 

efektif, namun  dalam pelaksanaannya tetap 

memperhatikan beberapa hal, antara lain 

yaitu kesiapan personil dan materiil, 

Informasi akurat terhadap target operasi, dan 

perencanaan dan strategi patroli dilaut.   

c. Efektivitas pengawasan stasiun 

pemantauan dan kinerja kapal Bakamla 
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Terhadap Keamanan dan Keselamatan 

Laut 

Dari dua studi kasus yang diambil 

terhadap dua laporan anomali yang paling 

menonjol di tahun 2021. disimpulkan bahwa 

di wilayah Zona Maritim Timur masih 

ditemukan beberapa anomali kapal yang 

melakukan pergerakan yang mencurigakan 

meski setelah dilaksanakan pemeriksaan 

oleh KN tidak terbukti melakukan Tindakan 

illegal, namun tetap harus diwaspadai dan 

perlu pendalaman lebih lanjut terhadap 

anomali kapal – kapal yang melintas di 

wilayah Zona Maritim Timur, dimana hal 

tersebut bertentangan dengan UNCLOS 

terkait hak lintas damai.  

Pengawasan stasiun pemantauan 

Bakamla sangat efektif guna melakukan 

efiensi terhadap penjagaan laut Indonesia, 

namun dengan keterbatasan pantauan satelit 

(menggunakan alat eletronik) dimungkinkan 

peran kantor SPKKL yang tersebar di 

berbagai wilayah dapat melakukan 

pengamatan dan pemahaman situasi sekitar 

perairan sehingga dapat memberi informasi 

guna mendukung unsur di lapangan selain 

daripada pantauan menggunakan perangkat 

elektronik. 

Kemudian efektivitas kinerja kapal 

dalam melakukan patroli sudah cukup baik 

dalam mendukung keamanan dan 

keselamatan di laut terlebih KN juga mampu 

melakukan penggalian informasi terhadap 

fenomena yang terjadi pada masyarakat 

maritim sehingga mampu melaksanakan 

fungsinya selama patroli dilaut dengan 

memadukan informasi dari pada pantauan 

SPKKL serta pengamatan mandiri. 

Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa kerjasama antara unsur 
pemantauan didarat (SPKKL) dengan unsur 

patroli kapal di laut yang saling kolaborasi 

dan bersinergi terbukti efektif dalam 

menjaga keamanan dan keselamatan di laut. 
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